
 

 

 
 

WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR 68 TAHUN 2015 
 

 

TENTANG 

 
STANDAR BIAYA UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS  

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas angkutan sampah, penyapuan jalan 
dan pasar, Workshop Sarana dan Prasarana, Pertamanan, 
Tempat Pembuangan Akhir  Sampah dan Limbah dan Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja, Petugas Keamanan Kantor dan 
Petugas Kebersihan Kantor pada Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Pontianak dilaksanakan oleh Pekerja Harian 

Lepas;  
 

  b. bahwa   untuk  membayar upah Pekerja Harian Lepas pada 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak 
memerlukan Standar Biaya Upah sebagai acuan dalam 

Pembayaran Upah; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Standar Biaya Upah Pekerja Harian Lepas 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak;  
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2756); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 
 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Tahun 2011 Nomor 310); 
 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E 
Nomor 7); 
 

  11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan  

Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak 
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10); 
 

  12. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak (Berita Daerah 
Tahun 2008 Nomor 40); 
 

  13. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2008 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pembuangan 
Akhir Sampah dan Limbah Pada Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 

Nomor 82); 
 

  14. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standar 

Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 
2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 56); 

 
 
 



 

 
    

  15. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 

2014 Nomor 59); 
 
 

    
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UPAH 

PEKERJA HARIAN LEPAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 

KOTA PONTIANAK. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pontianak, 

 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom 

 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak, 
 

4. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik 
secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran 
dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.  

 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana 
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015. 

 
Pasal 3 

 

(1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar 

biaya Pemerintah Daerah. 
 

(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Standar Biaya Belanja 

Upah Pekerja Harian Lepas Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

(3) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya yang diajukan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan 
sepanjang Rincian Anggaran Biaya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan Perundang-Undangan 
yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan 

mengajukan surat kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Kota Pontianak. 
 
 

 
 

 
 



 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 4 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.   
 
 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 31 Desember 2015 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 
 

                   ttd 
 
         SUTARMIDJI 

 
Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 31 Desember 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 
                         ttd 

 
                MOCHAMAD AKIP 
 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 68 
 
 


